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ABSTRAK 
 
M. AMIR ARIFIN, S.340908005, 2010, ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. Tesis : Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini akan menyoroti Bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam 
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan 
manfaat dalam menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporade 
Governance ) dan apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya ?  
Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal (normatif) karena 
dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan senagai norma positif dalam sistem 
perundang-undangan nasional. Jenis data adalah data sekunder. Pengumpulan data 
dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. 
Teknik analisis data berupa data sekunder dianalisis secara kualitatif. Pola berpikir 
yang digunakan bersifat deduktif, setelah seluruh bahan terkumpul, selanjutnya 
dilakukan analisis data berdasarkan logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari 
hal-hal yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus. Artinya pola berpikir 
dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) ke hal-hal yang bersifat khusus 
(premis minor), untuk membangun sistem hukum positif. Premis minor dalam 
penelitian ini berupa deskripsi ketentuan hukum (norma) prinsip-prinsip syariah, 
selanjutnya premis mayornya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2008  tentang Perbankan Syariah sudah terdapat prinsip-prinsip 
syariah serta sudah memberikan manfaat dalam menciptakan tata kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporade Governance), yaitu, prinsip keadilan, 
transparasi, tanggung jawab, dan prinsip akuntabilitas sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan diterapkan sehingga 
akan memberikan perlindungan hukum terhadap stakeloders, walaupun masih 
terdapat norma-norma yang masih sumir ketentuannya, sehingga diperlukan 
penjelasan yang lebih lengkap, misalnya melalui Peraturan Pemerintah atau 
ketentuan perundang-undangan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACTS 
M. AMIR ARIFIN, S.340908005, 2010, A JURIDICAL ANALYSIS ON 
SYARIAH PRINCIPLES IN ACTS NO. 21/2008 ABOUT SYARIAH 
BANKING, A. Thesis: Post-Scholarship Program, Sebelas Maret University 
of Surakarta. 
Thesis research will address on how Syariah principles in Acts No. 
21/2008 about Syariah Banking provide benefits in contructing Goog Corporate 
Governance and what are the barriers in the implementation and what are the 
solutions. 
This research is included in doctrinal (normative) law research because in 
this research, law is being conceptualized as a positive norm in national 
constiyutional system. Type of data is secondary data. Data collection conducted 
with primary, secondary and tertiary law materials search. Data analysis technique 
used in this research is the secondary data which analyzed qualitatively. Mindset 
implemented in is deductive in nature, after all materials gathered, data analysis 
being conducted based on deductive logic that is inferring from general-to-
specific direction. It means the minset from general (premis major) to specific 
(premis minor) order, to develop a positive law system. Premis minor in this 
research is in shape of law description (norm) of Syariah principles, and the 
premis major are the Acts No. 21/2008 on Syariah banking. 
The results of this research show that normatively, The Acts No. 21/2008 
about Syariah bangking in which there is Syariah principles existed within and has 
provide benefits in creating good corporate governance that is fairness, 
transparency, responsibility and accountability principles according to Syariah 
principles. Those principles in overall are implemented so that it will provide legal 
protection on stakeholders, although there are uncertain norms, so that there will 
be needed the more complete explanation, such like by Governmental Regulation 
or the other statutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 Propenas 2000-2004 telah menentukan bahwa pembangunan Ekonomi 
Indonesia yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian 
Indonesia pada masa lalu. Arah kebijakan pembangunan dalam bidang 
ekonomi sebagaimana tersebut dalam propenas 2000-2004 dalam bidang 
ekonomi antara lain dengan cara mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan 
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
1
 
Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan setelah 
kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara yang 
diatur dalam pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas 
kekeluargaan”.2 
Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara yang 
tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara ( Association South 
of east of Asian Nation ) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangan 
ekonominya belum begitu mapan, bahkan sebagian ahli ekonomi mengatakan, 
negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat 
persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak jika dibandingkan dengan 
negara anggota ASEAN lainnya.
3
 
Dalam kaitan pembangunan ekonomi Indonesia yang diantara 
kegiatannya adalah perbankan Indonesia, maka Hermansyah, SH, MH 
mengatakan, dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya  
                                                 
1
 H. Abdul Manan, Perananan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Mahkamah 
Agung, 2008. 
2
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1 
  
 
2 
pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia 
secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik 
lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah 
dapat meyakinkan nasabahnya dalam mengelola dan menggerakkan semua 
potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.
4
 
Para ahli ekonomi Indonensia telah memberikan pendapatnya tentang 
solusi untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan 
ekonomi Indonesia. Yang diantaranya ada yang berpendapat bahwa 
pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi 
rakyat, oleh karena itu, solusi untuk masalah ini adalah selain perlunya 
membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga 
perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan 
rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan.
5
 
Apabila dikaitkan dengan krisis Perbankan Nasional khususnya dan 
Perbankan Internasional pada umumnya maka perlu adanya suatu formulasi 
sistim perbankan alternatif. 
Hal ini direspon pemerintah dengan diberlakukannya undang-undang 
Nomor 7 Tahun  1992 Tentang Perbankan. 
Wirdyaningsih, mengatakan, diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya 
kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan Dual Banking 
Sistem, atau sistim perbankan ganda di Indonesia.
6
 
Respon pemerintah semakin besar dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7  
 
                                                 
4
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, Kata 
Pengantar. 
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 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana dalam Undang-undang tersebut 
Perbankan Syariah diakui sebagai sub sistim Perbankan Nasional. 
Respon Pemerintah semakin mantap dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari’ah dimana dalam 
konsideran menimbang pada huruf ( a, b, dan c ) disebutkan bahwa sejalan 
dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi  ekonomi, dikembangkan 
sistim ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaa, 
pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari’ah ; dan bahwa 
kebutuhan  masyarakat  Indonesia  akan jasa-jasa  perbankan  syariah  semakin 
meningkat ; dan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan 
dengan perbankan konvensional.
7
 
Prinsip syariah menjadi jargon adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. Namun demikian sejauh mana prinsip 
syariah ini dapat memberikan manfaat kepada Perbankan Syariah dalam 
kaitannya dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate 
Governance). 
Untuk itu kemudian penelitian normatif ini dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai fokus penelitian dengan judul: 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM 
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN 
SYARIAH UNTUK MENCIPTAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN 
YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ). 
B. Perumusan Masalah 
Permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
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1. Bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tetang Perbankan Syariah memberikan manfaat dalam menciptakan 
Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance) ? 
2.   Apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya ? 
C. Tujuan Penelitian 
 1. Tujuan Obyektif 
    a. Menganalisis prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan manfaat dalam 
menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate 
Governance). 
    b.  Mengetahui hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya. 
     2. Tujuan Obyektif. 
             Untuk menyusun naskah tesis sebagai salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian memberi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 
tentang prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Guna mengembangkan penalaran peneliti untuk menerapkan prinsip-
prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 
b. Memberikan jawaban dan pembahasan terhadap permasalahan pokok 
dalam penelitian ini, yaitu bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
dapat memberikan manfaat dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance ). 
  
 
5 
c. Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan pengetahuan 
bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan 
berguna bagi yang berminat pada masalah prinsip-prinsip syariah 
dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi : 
A. Kerangka Teoritik     
1. Sistem Hukum sebagai Sistem Perundang-undangan     
2. Teori Prinsip Syari’ah  
a. Hakekat Prinsip Syariah Prinsip Ekonomi Syariah  
b. Prinsip-prinsip Bank Islam  
c. Bunga dan Bank Riba   
 1). Tentang Bunga Bank  
 2). Tentang Riba  
d. Perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional 
e. Ciri Operasional Bank Berdasarkan Prinsip Syaria’ah di Indonesia  
3. Prinsip Syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
a. Pengertian Prinsip Syari’ah  
b. Pengertian Perbankan Syari’ah 
c. Tujuan Pembentukan Bank Syari’ah  
d. Perbedaan Syariah dan Kewenangan DSN-MUI 
4. Tinjauan Umum Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance)  
a. Pengertian Pengelolaan Perusahaan yang baik  
b. Tujuan Pengelolaan Perusahaan yang baik  
c. Manfaat pengelolaan Perusahaan yang baik  
6 
  
 
7 
d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik 
B. Kerangka Berpikir 
Pada tanggal 16 Juli 2008, diundangkan Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini diadakan diantara 
tujuannya adalah menggali potensi masyarakat untuk berperan serta dalam 
mengembangkan sistem ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. 
Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam 
perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi 
berdasarkan nilai-nilai Islam ( syariah ), dengan mengangkat prinsip-prinsipnya 
kedalam sistem Hukum Nasional. 
Dengan adanya prinsip syariah ini masyarakat diberikan alternatif pilihan 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi. 
Penulis ingin mengetahui bagaimana norma-norma yang mengatur prinsip-
prinsip syariah didalam sistematika Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbakan Syariah yang terbukti sesuai dengan Pengeloaan Perusahaan 
yang baik ( Good Corporate Governance ), memberikan tawaran yang menarik 
kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pebankan syariah dan dalam 
pembangunan perekonomian Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Berisi : 
A. Metode Penelitian 
Sutandyo Wignyo Subroto menjelaskan jika hukum dikonsepikan 
sebagai kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, 
atau hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma postif didalam sistem 
perundang-undangan hukum nasional, maka metode penelitiannya disebut 
metode doktrinal.
8
 
Penulis menggunakan analisis berdasarkan logika deduksi untuk 
membangun sistem hukum positif yang mencakup : penelitian terhadap asas-
asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap 
singkronisasi hukum.
9
 
Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan data tentang 
manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, sedangkan berdasarkan dari 
sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif yaitu apabila, seseorang ingin 
menilai program-program yang dijalankan.
10
 
Penulis ingin menilai norma-norma yang mengatur penerapan prinsi-
prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
 
                                                 
  
8
 Burhan Ashaffa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. 
  
9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif  Suatu 
Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, hal. 13-14 
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 Setiono, Pedoman Pembimbingan Tesis, 2005, Program Pasca Sarjana Magister 
Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hal. 6 
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Perbankan Syariah yang menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
B. Jenis Penelitian 
Menurut Soetandyo Wignyosoebroto (1985) terdapat (lima) konsep 
hukum, yaitu:
11
 
a. Hukum adalah asas dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal ; 
b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional ; 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concrete, dan 
tersistematis sebagai judge made law ; 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik; 
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
12
 
Dari kelima konsepsi hukum tersebut, penelitian ini menggunakan 
konsep hukum kedua, yaitu hukum adalah norma-norma di dalam sistem 
perundang-undangan nasional. 
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Sehingga berdasarkan konsep-konsep tersebut, spesifikasi jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, khususnya sistematika 
hukum terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 
C. Sumber Data Penelitian  
Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder yang berupa : 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi yang 
mempunyai kedudukan yang mengikat secara yuridis, meliputi peraturan 
perundang-undangan, sebagai berikut : 
a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 
tentang Pinjaman Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip  
Syariah. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer, meliputi : buku-buku referensi, artikel, 
dokumen, literatur, dan bacaan yang terkait dengan .
13
 
Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Produk Perbankan Syariah. 
3. Bahan Hukum tersier 
Bahan hukum tersier, yaitu, semua bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
dalam hal ini meliputi : kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 
( library research ), yaitu dengan menganalisa ini buku-buku, literatur, 
peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan lain yang berhubungan 
dengan masalah obyek penelitian.
14
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data penelitian yang berupa data sekunder dianalisis 
secara kualitatif. Pola berpikir yang digunakan bersifat deduktif. Setelah 
seluruh bahan hukum penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis  
 
 
                                                 
13
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Ghalia Indonesia, hal. 25 
14
 Soerjono Soekanto dan Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta, Rajawali, hal. 47-67 
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data berdasarkan logika deduksi
15
 adalah menarik kesimpsulan dari hal-hal 
yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus. 
Artinya pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) 
ke hal-hal yang bersifat khusus (premis minor), untuk membangun sistem 
hukum positif.
16
 
Premis minor dalam penelitian ini berupa deskripsi ketentuan hukum 
(norma) prinsip-prinsip syariah, selanjutnya premis mayornya adalah Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Yang berisi : 
A. Hasil Penelitian 
Sejalan dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif, 
di dalam sub bab hasil penelitian ini, akan disajikan :  
1. Norma-norma prinsip syariah setelah adanya singkronisasi dengan prinsip 
Pengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 
Adapun norma tersebut adalah : 
a. Prinsip Keadilan 
b. Prinsip Transparansi 
c. Prinsip Tanggungjawab 
d. Prinsip Akuntabilitas 
2. Hal-hal yang menjadi hambatan penerapan norma-norma prinsip syariah 
yang singkron dengan Pengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance). 
Adapun yang menjadi hambatan hal tersebut adalah : 
a.  Belum memasyarakatnya hukum yang berlaku di Perbankan Islam 
(hukum transaksi) dikalangan profesi hukum. 
b. Hukum material yang aplikatif yang dapat dijadikan acuan bagi 
penerapan konsep-konsep pembiayaan perbankan syariah yakni 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sampai saat ini masih 
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma). 
c. Kurangnya SDM 
d. Kurangnya sosialisasi tentang Perbankan dan berikut prinsip-prinsip 
syariah. 
e. Adanya logika profit oriented duniawi yang lepas dari logika 
profitoriented ukhrawi. 
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B. Pembahasan 
Menurut teori Hukum Normatif dari Hans Kalsen hukum merupakan 
suatu susunan dari pada kaedah-kaedah “Stuffanbau” . Dipuncak “Stuffanbau” 
terapat “groundnorm” atau kaedah dasar ataupun kaidah fundamental, yang 
merupakan hasil pemikiran secara yuridis. 
Dengan demikian maka suatu tata kaedah hukum merupakan sistem 
kaedah hukum secara hirarkhis. Susunan  kaedah-kaedah hukum, hukum dari 
tingkat terbawah ke atas adalah sebagai berikut
17
 : 
1. Kaedah Hukum individual atau kaedah hukum konkrit dari badan-badan 
penegak atau pelaksanan hukum, terutama Pengadilan. 
2.  Kaedah hukum umum atau kaedah hukum abstrak didalam Undang-undang 
atau hukum kebiasaan. 
3. Kaedah hukum dari konstitusi. 
Berdasarkan teori Stuffenbau dari Has Kalsen bahwa sistem hukum 
itu merupakan suatu sistem pertanggaan kaedah yang menurut Satjipto 
Raharjo berpendapat bahwa suatu peraturan (hukum) sudah merupakan satu 
sistem bila semua peratura hukum merupakan satu susunan kesatuan 
berdasarkan groundnorm (norma dasar).
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Oleh karena itu untuk pembahasan ini peneliti akan membahas 
dengan menggunakan teori Hans Kalsen tersebut. 
I.  Permasalahan pertama yang akan dibahas melalui penelitian normatif ini 
adalah bagaimana norma-norma prinsip syariah dalam Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat memberikan 
manfaat dalam menciptakan Tata kelola Perusahaan yang baik (good 
Corporade Governance).  
                    Berdasarkan data hasil penelitian, maka akan diketahui norma-
norma prinsip syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah akan  
                                                 
17
 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, 1979, yang dikutip oleh Setiono, 
dalam Pedoman Pembimbingan Tesis; Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2005, hal. 128 
           
18
 Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode dan Pilihan 
Masalah; Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 50 
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      memberikan manfaat dalam menciptakan Tata kelola Perusahaan yang 
baik, diuraiakan sebagai berikut : 
1. Manfaat Prinsip Syariah tentang Keadilan terhadap GCG. 
Dalam syariat Islam, Keadilan merupakan nilai paling asasi, 
dan keadilan sebagau unsur utama dalam maqosid syariah ata tujuan 
syariah, Al-Qur’an Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi :  
   
 
  
 
  
   
  
   
  
   
  
    
    
Artinya : Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan 
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan 
besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 
yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal 
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi 
Maha Perkasa. 
 
a. Persamaan Konpensasi 
 
Persamaan Konpensasi adalah pengertian adil yang paling 
umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang 
sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengormaban yang telah 
dilakukakan. 
  
 
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 hal ini 
dapat terlihat dalam praktek perbankan syariah baik dalam akad 
wadiah ataupun akad mudharabah. Dalam akad wadiah pemilik 
dana akan mendapatkan pembagian hasil dari laba titipan tersebut 
dengan adil. Sedangkan dalam akad mudharabah nasbagah akan  
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mendapatkan keadilan baik dalam hal keuntungan maupun dalam 
hal menanggung resiko. 
Dengan demikian nasabah akan merasa nyaman 
bertransaksi dengan perbankan syariah disatu sisi dan disisi yang 
lain lembaga perbankan syariah akan mendapatkan kepercayaan 
dari para nasabahnya. 
b. Persamaan Hukum  
Persamaan hukum disini memberikan makna tidak boleh 
ada diskriminasi terhadap seseorang didepan hukum atas dasar 
apapun. Dalam konteks perbankan, setiap orang harus dilakukan 
sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi perbankan. 
Dalam kaitannya dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang larangan bagi Bank Syariah dan UUS, 
maka dengan ini berlaku sama terhadao lembaga Perbankan 
Syariah dan juga terhadap masyarakat pengguna jasa perbankan 
syariah. 
Dengan demikian hal ini memberikan manfaat kepastian 
hukum baik bagi lembaga perbankan syariah dan juga bagi 
masyarakat pengguna jasa perbankan syariah.  
c. Proporsional 
Adil tidak selalu diartikan dengan sama akan tetapi adil 
dilaksanakan secara proporsional. Proporsional tidak saja berkaitan 
dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. 
  
 
Dalam setiap akad dalam kegiatan perbankan syariah, akan 
selalu ditentukan pembagian bagi hasilnya pada saat akad atau 
sebelum pelaksanaan dari akad tersebut dengan demikian walaupun 
secara proposional  mungkin akan terajadi  pembagian hasil yang 
tidak sama, akan tetapi memberikan tingkat kerelaan dari pihak 
nasabah. 
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Disamping itu berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 
21 Tahun 2008, bahwa Badan Hukum Bank Syariah adalah 
Perseroan Terbatas (PT), oleh karena itu , berdasarkan ketentuan 
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas terdapat norma-norma yang mengatur prinsip keadilan 
bagi perlindungan hak pemegang saham, sehingga mereka 
mempunyai persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang 
saham pada perseroan yang berhak dan kewajiban dalam hubungan 
hukum merupakan persekutuan modal dan didiriksn berdasarkan 
perjanjian (Pasal 1 aayat (1) UUPT 2007). 
2. Manfaat Prinsip Syariah tentang Transparansi dalam Pengelolaan 
Perusahaan yang baik (GCG). 
Dalam syariat Islam, Transparansi merupakan perwujuda dari 
pelaksanaan suatu akad, Pasal 21 huruf (g) Kompilasi Hukum Ekonimi 
Syariah disebutkan, Akad dilakukan berdasarkan asas Transparansi, setiap 
pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. 
Dan pada huruf (e) akad dilaksanakan dengan asas saling 
menguntungkan, karena setiap dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan 
para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah 
satu pihak. 
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1008 terlihat dalam 
Pasal 47 dimana atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah 
penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis Bank wajib 
  
 
memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau 
nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang 
ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor. 
Dengan demikian akan memberikan kejelasan terutama bagi pada 
nasabah yang akhirnya memberikan keyakinan para nasabah untuk 
berperan serta dalam Bank Syariah. 
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3. Manfaat Prinsip Syariah tentang Tanggungjawab dalam Pengelolaan 
Perusahaan yang baik (Good Corporete Covernance). 
Dalam Pasal 21 huruf (j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
disebutkan, akad dilakukan berdasarkan asas iktikad baik, yaitu akad 
dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung 
unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya,. Dalam rangka menegakkan 
kemaslahatan ini membuahkan prinsip tanggungjawab, baik 
tanggungjawab secara intern perusahaan maupun tanggung jawab kepada 
masyarakat. Dalam hal tanggung jawab kepada masyarakat maka dikenal 
adanya Corporade Sosial Responsibislity (CSR) yaitu tanggung jawab 
sosial suatu perusahaan. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar 
tantangan utamanya memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks 
Indonesia. Oleh karena itu dalam definisi, CSR masih dalam perdebatan 
diantara para praktisi maupun akademisi. 
Dengan melihat pada ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat 
imperatif, sehingga berdampak bahwa semua badan usaha berbadan 
hukum PT wajib melaksanakan hal ini. 
Tanggungjawab sosial ini jika ditarik kepada institusi keuangan 
syariah yang sebagian besar juga berbentuk PT maka hal ini sejalan 
dengan visi dan misi didirikannya sebuah lembaga keuangan syariah, 
  
 
lembaga pembiayaan dan perusahaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah.  
Adapun intrumen dalam LKS yang dapat dijadikan sarana untuk 
melaksanakan CSR adalah dengan menggunakan lembaga hukum Islam 
berupa zakat, wakaf, infaq, shadaqah. 
Bank Islam hendaknya mampu menjadi lembaga untuk mediasi 
keuangan pada produk-produk sosialnya. 
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4. Manfaat prinsip syariah tentang Akuntabilitas dalam Pengelolaan 
Perusahaan yang baik (Good Corporate Covernance) 
Dalam Pasal 21 huruf ( c ) disebutkan akad dilaksanakan 
berdasarkan asas ihtiyati/kehati-hatian, kemudian dalam huruf ( c ) 
disebutkan, akad dilaksanakan berdasarkan asas luzum/tidak berubah. 
Pelaksanaan dari asas ini adalah dilaksanakanya suatu akad dengan prinsip 
Akuntabilitas. 
Konsekuensi logis sebagai lembaga yang menarik dana dari 
masyarakat maka sebuah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan 
hendakya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
Akuntabilitas. 
Oleh karena itu, maka dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan Bank 
Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup 
prinsip transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan 
kewajiban dalam menjalakan kegiatan usahanya.  
II. Apa Hambatan Penerapannya dan Bagaimana solusinya. 
Permasalahan kedua yang akan dibahas melalui penelitian normatif 
ini adalah apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya. 
1. Hambatan Penerapan Prinsip Keadilan. 
Dalam syariat Islam, adil merupakan norma paling utama 
dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Ekonomi 
  
 
yang adil tidak menzalimi masyarakat, oleh karena itu syariat Islam 
melarang bai’al ghoror, yaitu jual beli karena ketidaktahuan kondisi 
suatu barang. Demikian pada syariat Islam melarang adanya akad yang 
terdapat unsur penipuan. 
Dalam pelaksanaannya akad yang berkeadilan dalam 
operasional perbankan syariah justru menimbulkan kesan bahwa 
praktek perbankan syariah kurang nyaman dalam pelayanan. Kalau  
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dalam praktek perbankan konvensional, masyarakat terkesan 
mendapatkan pelayanan yang sederhana dan cepat, akan tetapi kesan 
yang sebaliknya didapat apabila masyarakat bertransaksi pada 
perbankan syariah justru karena melaksanakan prinsip keadilan. 
Dalam hal seperti ini maka perlu dicari formulasi teknis 
operasional perbankan syariah agar kesan tidak atau kurang nyaman 
pelayanan perbankan syariah dapat dihilangkan. 
2. Hambatan penerapan prinsip Transparansi. 
Dalam perbankan syariah, prinsip Transparansi dapat terlihat 
dalam melakukakn setiap akad. Karena akad dilakukan atas asas 
Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban 
para pihak secara terbuka. 
Dalam pelaksanaannya, prinsip ini dapat terlihat dalam suatu 
akad Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia 
barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. 
Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu pihak bank, pihak nasabah 
dan pemegang barang. Transparansi ini memungkinkan untuk 
dilaksanakan anya dengan dua pihak saja dengan alasan kesederhanaan 
pelaksanaan suatu transaksi. Padahal hal demikian adalah tidak 
dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu hal itu telah keluar dari prinsip 
jual beli. 
  
 
Keadaan tersebut dapat terjadi disebabkan kurang memahami 
tentang prinsip syariah. Hal ini bisa terjadi karena kesengajaan atau 
karena ketidak tahuan dari para pihak, untuk itu harus diupayakan 
pembinaan dan peningkatan pemahaman tentang ekonomi syariah baik 
dari pihak Bank maupun pihak nasabah. 
3. Hambatan penerapan prinsip tanggung jawab 
Prinsip tanggung jawab dalam perbankan syariah lebih terlihat 
pada tanggung jawab sosial perbankan syariah kepada masyarakat.  
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Karena pada pasal 68, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
disebutkan, zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan 
syariah, baik Bank maupun non bank, yang ketentuannya disesuaikan 
menurut akad masing-masing produk. 
Oleh karena itu, Bank Syariah harus mampu menjadi lembaga 
intermediasi keuangan pada produk-produk sosial, yaitu dengan 
mengoptimalkan kegiatan penghimpunan dana-dana zakat, infaq, 
shadaqah, wakaf dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukan 
masing-masing. Dalam hal zakat LKS dapat mengacu pada ketentuan 
Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan 
menganai wakaf dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahu 
2004 tentang Wakaf. 
Implementasi  lembaga hukum Islam berupa zakat dan wakaf 
dalam operasional lembaga keuangan atau perbankan syariah yang 
berbadan hukum PT merupakan salah satu perwujudan dari prinsip 
tanggung jawab sosial (Corporade Sosial Responsibility). 
Akan tetapi optimalisasi lembaga zakat dan wakaf dalam 
perbankan syariah mengalami kendala dalam melaksanakannya. Hal 
ini disebabkan karena beberapa faktor yang antara lain : 
a. Faktor Kepercayaan Masyarakat 
  
 
Masyarakat wajib zakat mentashorufkan zakatnya secara 
pribadi dan tidak percaya kepada Bank atau bank syariah. 
b. Faktor Saksi 
Disamping masyarakat wajib zakat belum percaya kepada 
bank syariah, maka pentashorufan zakat itu sendiri tidak ada 
sangsinya. Undang-undang zakat dan atau Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah tentang zakat hanya mengatur tentang aturan dan 
pengelolaan zakat yang tidak mengatur sanksi bagi wajib zakat 
yang tidak melaksanakan zakat. 
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Dalam hal seperti ini, maka sosialisasi tentang perbankan 
syariah dan kaitannya dengan kewajiban wajib zakat harus 
dioptimalkan. 
4. Hambatan Penerapan Prinsip Akuntabilitas 
Prinsip Akuntabilitas dalam perbankan syariah adalah realisasi 
dari prinsip kehati-hatian. Secara tegas Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008 menyebutkan bahwa : 
(1) Bank Syariah dan UUS dalam melaskukan kegiata usahanya, 
wajib menerapkan prinsip ke hati-hatian. 
(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank 
Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan 
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun 
berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta 
laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang dengan 
Peraturan Bank Indonesia. 
(3) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi 
kepada publik dalam waktu dan bentu yang ditentukan oleh Bak 
Indonesia. 
Dalam menganalisa terhadap kelayaan suatu pembiayaan, 
Bank Syariah menggunakan The 5 C Prinsiple, yaitu character 
  
 
(watak) calon nasabah, capitul (modal)  calon nansabah, capasity 
(kemampuan) calon nasabah, Conditio of Ekonomic (kondisi 
ekonomi) calon nasabah, dan calateral (agunan) calon nasabah 
sampai kepada amasalah agunan, maka disini timbul masalah 
dalam kaitan fanatisme dari suatu pendapat karena ada sebagian 
orang yang berpendapat bahwa agunan adalah tidak syariah. 
Dalam hal seperti ini, maka kembali harus ada 
optimalisasi sosialisasi perbankan syariah dalam kaitannya 
dengan prinsi-prinsip syariah. 
BAB V 
PENUTUP 
Berisi : 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  
1. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah telah 
memberikan manfaat kepada Perbankan Syariah karena dengan demikian 
mewujudkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam 
perbankan syariah yang pada gilirannya memnciptakan nilai tawar yang 
baik kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan 
perekonomian Indonesia. 
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan penerapan prinsip-prinsip syariah 
dalam perbankan syariah adalah : 
a. Belum memasyarakatnya hukum yang berlaku di Perbankan Islam 
(hukum transaksi Islam) dikalangan profesi hukum. 
b. Hukum matrial yang aplikatif yang dapat dijadikan acuan bagi 
penerapan konsep-konsep pembiayaan perbankan syariah yakni 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sampai saat ini masih 
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). 
  
 
c.    Kurangnya SDM 
d. Kurangnya sosialisasi tentang Perbankan Syariah dan berikut prinsip-
prinsip syariah. 
e. Adanya logika profit arinteed duniawi yang lepas dari prifit oriented 
ukhrawi. 
3. Solusi terhadap hambatan tersebut adalah 
a. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan kesediaan perbankan 
syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga mampu  
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menciptakan nilai tawar yang tinggi terhadap perbankan syariah. 
b. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan KHES dan 
perma menjadi Undang-undang 
c. Perlu meningkatkan SDM dalam pengertian kwantitas dan kwalitas 
d. Perlu optimalisasi sosialisasi tentang perbankan Syariah dan prinsip-
prinsip syariah. 
e. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk merubah pola pikir profit 
oriented duniawi, menjadi profit oriented ukhrawi. 
B. Implikasi 
Dalam Pengaturan normatif, bahwa ketentuan norma-norma dalam 
pengelolaan suatu perusahaan dapat menjadi kendala bagi penegakan hak itu 
sendiri. Namun demikian secara normatif dalam Undang-undang Nomor 21 
Tahu 2008 telah mengatur norma yang mengatur prinsip-prinsip syariah yang 
akan memberikan manfaat kepada perbankan syariah untuk menarik minat 
masyarakat karena perbankan syariah telah mengelola tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Corporate Governance). 
Penerapan norma prinsip-prinsip syariah ini belum secara sempurna 
dapat ditegakkan karena adanya hambatan : 
a. Belum memasyarakatnya hukum transaksi Islam 
  
 
b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sampai saat ini masih dalam 
bentuk Perma. 
c. Kuranganya SDM 
d. Kurangnya sosialosasi tentang Perbankan Syariah 
e. Adanya logika profit oriented. 
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